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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kotabaru yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam 

Renstra 2021-2026 merupakan tujuan penyusunan Laporan Kinerja 

disamping juga sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja) Badan 

Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kotabaru di masa yang akan datang.  

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) 

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya 

Reformasi birokrasi sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan 

perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan 

terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), 

ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. LATAR BELAKANG  
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) merupakan 

perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, 

menjawab, menerangkan kinerja serta tindakan Kepala Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kotabaru kepada Kepala Daerah sebagai pihak yang memiliki hak atau 

wewenang untuk meminta keterangan atau pertangungjawaban tersebut. 

Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan 

parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kotabaru. Indikator kinerja sasaran strategis ini merupakan 

indikator kinerja output dan atau outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi Badan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kotabaru. Indikator kinerja kegiatan 

menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (input), keluaran 

(output) dan hasil (outcome) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) sampai dengan 31 Desember Tahun 2024. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kotabaru sebagai lembaga penyelenggara 

manajemen kepegawaian daerah berkomitmen untuk memajukan dan 

mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian yang efektif dan 

efisien, agar mampu mendorong peningkatan profesionalisme Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan kualitas pelayanan publik sehingga tercipta tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mewujudkan hal 

tersebut, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kotabaru menyusun Laporan Kinerja berdasarkan 

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026. 

 

 

 

 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN  
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kotabaru Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintahan; 

 

C. DASAR HUKUM  
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13. Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Permendagri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

14. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru  

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan 

kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah; 

17. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah, Pejabat 

Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas 

dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru; 

18. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

instansi Pemerintah; 

20. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata 

Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kotabaru. 
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Sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati  Kotabaru Nomor 

185 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru mempunyai tugas membantu 

Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang 

kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang manajemen kepegawaian daerah;  

b. Penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang 

manajemen kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur yang 

ditetapkan oleh Pemerintah; 

c. Pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan;  

d. Pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural atau fungsional sesuai 

norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan;  

e. Penetapan tunjangan, kesejahteraan dan pembinaan Pegawai Negeri 

Sipil sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan;  

f. Pengolahan, penyajian data dan informasi kepegawaian;  

g. Pengelolaan Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia;  

h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;   

i. Pengelolaan kesekretariatan; dan 

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

 

D. GAMBARAN UMUM 
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Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia terdiri dari: 

1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

2) Sekretariat terdiri dari : 

 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 Kelompok Jabatan Fungsional 

3) Bidang Pengadaan dan Pengembangan Aparatur terdiri dari: 

 Kelompok Jabatan Fungsional 

4) Bidang Mutasi dan Promosi terdiri dari : 

 Kelompok Jabatan Fungsional 

5) Bidang Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi terdiri dari : 

 Kelompok Jabatan Fungsional 

6) Kelompok Jabatan Fungsional; 

      

Struktur organisasi BKPSDM Kabupaten Kotabaru tahun 2024  

lebih jelas sebagaimana berikut ini : 
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SEKRETARIAT  

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, 

menyelia dan memeriksa tugas–tugas di bidang pengelolaan pelayanan 

kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan 

perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan 

umum dan kepegawaian.  

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai 

berikut : 

1. merencanakan dan merumuskan perencanaan program kerja dan 

pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan 

pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi 

umum, rumah tangga dan kepegawaian;  

2. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di Sekretariat;  

3. menyelia pelaksanaan program kerja dan pelaporan capaian 

kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban 

keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan 

kepegawaian;  

4. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja dan pelaporan capaian 

kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban 

keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan 

kepegawaian;  

5. menetapkan laporan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, 

pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan 

pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;  

6. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Sekretariat 

agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;  

7. mendisposisikan kegiatan kepada sub bagian yang bersangkutan 

sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional 

dan profesional;  
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8. menyelenggarakan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat 

meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi, pelaporan, 

dan hubungan masyarakat serta keprotokolan;  

9. menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian 

meliputi urusan persuratan, kearsipan serta kepegawaian;  

10. menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi 

urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pencatatan aset, dan 

perlengkapan;  

11. merumuskan dan memeriksa penyiapan bahan dan materi 

penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja 

(RENJA), KUA-PPAS, RKA, RKAP dan Laporan kinerja bulanan, 

triwulanan dan tahunan serta LKPJ dan LPPD berdasarkan bahan 

dan materi dari unit kerja atau laporan sejenis sesuai metodologi dan 

ketentuan yang berlaku;  

12. merumuskan, memeriksa dan menyelia pengelolaan surat menyurat 

dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor 

(ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan 

bahan pustaka;  

13. merumuskan, memeriksa dan mengarahkan pelaksanaan 

pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan 

barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, 

pengaturan perjalanan Badan pemeliharaan kebersihan, perawatan 

dan pengamanan kantor serta lingkungannya;  

14. merumuskan dan memeriksa penyiapan penyelenggaraan upacara, 

rapat Badan dan penerimaan tamu;  

15. merumuskan dan memeriksa penyusunan bahan pemberitaan yang 

berkaitan dengan kebijakan Kepala Badan dan kegiatan Badan, 

mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan 

masyarakat serta pendokumentasian produk hukum kepegawaian;  
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16. memfasilitasi penerimaan pegawai tidak tetap bidang kepegawaian 

dan pengembangan SDM dan penyelesaian administrasi pegawai 

negeri sipil lingkup Badan meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji 

Berkala, Bezetting, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian 

lainnya;  

17. memberikan usul dan saran kepada Kepala Badan selaku atasan 

langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai 

bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu 

permasalahan;  

18. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku 

untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;  

19. melaksanakan evaluasi pelaksanaan hasil kegiatan Badan;  

20. melaksanakan pengkoordinasian Bidang dalam lingkup Badan 

terkait tugas dan fungsinya;  

21. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan 

mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;  

22. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan  

23. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 

 

BIDANG PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR  

 
Bidang Pengadaan dan Pengembangan Aparatur 

mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa 

tugas– tugas di bidang pengadaan dan pengembangan aparatur yang 

meliputi formasi dan pengadaan, diklat teknis fungsional dan 

penjenjangan serta pengembangan kompetensi.  
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Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai 

berikut :  

1. merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja di 

bidang formasi dan pengadaan, diklat teknis fungsional dan 

penjenjangan serta pengembangan kompetensi;  

2. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) bidang formasi dan pengadaan, diklat teknis 

fungsional dan penjenjangan serta pengembangan kompetensi;  

3. menyelia pelaksanaan program kerja di bidang formasi dan 

pengadaan, diklat teknis fungsional dan penjenjangan serta 

pengembangan kompetensi;  

4. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bidang formasi dan 

pengadaan, diklat teknis fungsional dan penjenjangan serta 

pengembangan kompetensi;  

5. menetapkan laporan program kerja di bidang formasi dan 

pengadaan, diklat teknis fungsional dan penjenjangan serta 

pengembangan kompetensi;  

6. merumuskan perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan ASN 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;  

7. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang agar 

sesuai dengan rencana yang ditetapkan;  

8. mendisposisikan kegiatan kepada sub bidang yang bersangkutan 

sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional 

dan profesional;  

9. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku 

untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;  

10. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya;  

11. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Badan 

terkait tugas dan fungsinya;  
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12. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait 

lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;  

13. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;  

14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan  

15. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya.  

 

BIDANG MUTASI DAN PROMOSI  

 
Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas pokok 

merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di bidang mutasi 

dan promosi yang meliputi mutasi, kepangkatan, jabatan administrasi 

dan JPT.  

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai 

berikut:  

1. merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja di 

bidang mutasi, kepangkatan, jabatan administrasi dan JPT;  

2. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di bidang mutasi, kepangkatan, jabatan 

administrasi dan JPT;  

3. menyelia pelaksanaan program kerja di bidang mutasi, 

kepangkatan jabatan administrasi dan JPT;  

4. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bidang mutasi, 

kepangkatan, jabatan administrasi dan JPT;  

5. menetapkan laporan program kerja di bidang mutasi, kepangkatan, 

jabatan administrasi dan JPT;  

6. mensosialisasikan kebijakan dan program kerja bidang mutasi, 

kepangkatan, jabatan administrasi dan JPT;  

7. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Badan 

terkait tugas dan fungsinya;  
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8. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang 

agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;  

9. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya.;  

10. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang 

berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;  

11. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Badan 

terkait tugas dan fungsinya; 

12. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait 

lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;  

13. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;  

14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan  

15. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya.  

 

 
BIDANG DISIPLIN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI  

 
Bidang Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi mempunyai 

tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas di bidang 

disiplin, kesejahteraan dan informasi yang meliputi pembinaan disiplin, 

melaksanakan proses administrasi penjatuhan hukuman disiplin, 

penilaian kinerja pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai, 

fasilitasi lembaga profesi ASN, pengolahan data dan informasi 

kepegawaian.  

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai 

berikut :  

1. merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja di 

bidang disiplin, kesejahteraan dan informasi;  

2. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di bidang disiplin, kesejahteraan dan informasi;  
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3. menyelia pelaksanaan program kerja di bidang disiplin, 

kesejahteraan dan informasi;  

4. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bidang disiplin, 

kesejahteraan dan informasi;  

5. menetapkan laporan program kerja di bidang disiplin, 

kesejahteraan dan informasi;  

6. merumuskan perencanaan teknis dan fasilitasi disiplin, 

kesejahteraan dan informasi sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya;  

7. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan dan 

fungsinya;  

8. mendisposisikan kegiatan kepada Sub Bidang yang bersangkutan 

sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara 

proporsional dan profesional;  

9. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya;  

10. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang 

berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;  

11. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Badan 

terkait tugas dan fungsinya;  

12. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait 

lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;  

13. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;  

14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas,dan  

15. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya  
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 Jumlah pegawai pada Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru keadaan  

sampai dengan Desember 2024 sebanyak 48 orang terdiri dari 37 orang 

berstatus PNS,  3 orang berstatus PPPK,  7 orang berstatus Non PNS 

yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut : 

 
Tabel 1.3.1 

Jumlah PNS, PPPK dan Non PNS  
Berdasarkan Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin Tahun 2024 

 

No 
Tingkat 

Pendidikan 

PNS PPPK NON PNS 
Total 

L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah 

1. 
Pasca Sarjana 
(S2) 

2 4 5 - - - - - - 6 

2. Sarjana (S1) 9 11 20 2 1 3 1 1 2 25 

3. 
Diploma IV 
(DIV) 

3 1 4 - - - - - - 4 

4. 
Diploma III 
(DIII) 

2 1 3 - - - 1 - 1 4 

5. SLTA 3 - 3 - - - 2 2 4 7 

6. SLTP 1 - 1 - - - - - -  1 

7. SD - - - - - - - - -   

Jumlah 20 17 37 2 1 3 4 3 7 47 

 
Tabel 1.3.2 

Jumlah PNS, PPPK dan Non PNS BKPSDM                                                   
Berdasarkan Jabatan / Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2024 

 

No Jabatan 
PNS PPPK NON PNS 

Total 
L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah 

1. Eselon II a 1 - 1 - - - - - - 1 

2. Eselon II b - - - - - - - - -   

3. Eselon III a 1 - 1 - - - - - - 1 

4. Eselon III b 2 1 3 - - - - - - 3 

5. Eselon IV a - 1 1 - - - - - - 1 

6. Eselon IV b - - - - - - - - -   

7. Fungsional  4 6 10 2 1 3 - - - 13 

8. Pelaksana 12 9 21 - - - - - - 21 

9. Non PNS - - - - - - 4 3 7 7 

Jumlah 20 17 37 2 1 3 4 3 7 47 
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Tabel 1.3.3                                                                                                                       
Jumlah PNS, PPPK dan Non PNS                                                                     

Berdasarkan Tingkat Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 

No Tingkat Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Golongan I       

  I / a - - - 

  I / b - - - 

  I / c 1 - 1 

  I / d - - - 

2 Golongan II       

  II / a - - - 

  II / b - - - 

  II / c 1 - 1 

  II / d 2 1 3 

3 Golongan III       

  III / a 5 6 11 

  III / b 2 3 5 

  III / c 5 2 7 

  III / d 2 3 5 

4 Golongan IV       

  IV / a 1 2 3 

  IV / b 1 - 1 

  IV / c - - - 

  IV / d - - - 

5 Golongan PPPK       

  VII - - - 

  IX 2 1 3 

  X - - - 

6 Non PNS 4 3 7 

          

Jumlah 26 21 47 
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Dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, didasarkan isu-

isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta 

berpengaruh dalam manajemen kepegawaian Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru, sehingga visi, 

misi, program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah 

yang dihadapi. 

Isu-isu yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru di antaranya : 

1. Belum tersusunnya perencanaan kebutuhan diklat berdasarkan analisis 

kebutuhan organisasi; 

2. Terbatasnya kewenangan untuk menjalin kerjasama/kemitraan dengan 

pihak ketiga dalam penyelenggaraan diklat; 

3. Belum meratanya kualitas kompetensi sumber daya aparatur yang 

profesional; 

4. Masih dibutuhkan ASN formasi Tenaga Medis untuk setiap Puskesmas 

setiap tahunnya; 

5. Masih dibutuhkan ASN formasi Guru dengan kualifikasi pendidikan S1 

setiap tahunnya; 

6. Masih minimnya bentuk penghargaan kepada PNS yang berprestasi; 

7. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan; 

 

Sehingga dapat di tarik kesimpulan isu strategis BKPSDM yaitu : 

1. Belum Optimalnya Kinerja ASN. 

2. Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian. 
 

 

 

 

E. ISU-ISU STRATEGIS 
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 

2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

B.  Maksud dan Tujuan 

C.  Aspek Strategis 

D.  Gambaran Umum 

E.  Sistematika 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

A.  Perencanaan Kinerja 

1. Strategi dan Kebijakan Umum  

2. Prioritas Pembangunan Daerah  

3.  Visi SKPD 

4. Misi SKPD 

5. Tujuan dan Sasaran Strategis  

B.  Indikator Kinerja Utama (IKU) 

C.  Perjanjian Kinerja 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

 A.  Capaian Indikator Kinerja 

 B.  Perbandingan Realisasi  Kinerja 

 C.  Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 

 D.  Analisis Program / Kegiatan 

 E.  Realisasi Anggaran 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Strategi Peningkatan Kinerja 

F.  SISTEMATIKA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kotabaru yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam 

Renstra 2021-2026 merupakan tujuan penyusunan Laporan Kinerja 

disamping juga sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja) Badan 

Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kotabaru di masa yang akan datang.  

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) 

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya 

Reformasi birokrasi sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan 

perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan 

terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), 

ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. LATAR BELAKANG  
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) merupakan 

perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, 

menjawab, menerangkan kinerja serta tindakan Kepala Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kotabaru kepada Kepala Daerah sebagai pihak yang memiliki hak atau 

wewenang untuk meminta keterangan atau pertangungjawaban tersebut. 

Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan 

parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kotabaru. Indikator kinerja sasaran strategis ini merupakan 

indikator kinerja output dan atau outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi Badan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kotabaru. Indikator kinerja kegiatan 

menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (input), keluaran 

(output) dan hasil (outcome) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) sampai dengan 31 Desember Tahun 2024. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kotabaru sebagai lembaga penyelenggara 

manajemen kepegawaian daerah berkomitmen untuk memajukan dan 

mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian yang efektif dan 

efisien, agar mampu mendorong peningkatan profesionalisme Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan kualitas pelayanan publik sehingga tercipta tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mewujudkan hal 

tersebut, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kotabaru menyusun Laporan Kinerja berdasarkan 

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026. 

 

 

 

 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN  
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kotabaru Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintahan; 

 

C. DASAR HUKUM  
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13. Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Permendagri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

14. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru  

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan 

kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah; 

17. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah, Pejabat 

Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas 

dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru; 

18. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

instansi Pemerintah; 

20. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata 

Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kotabaru. 

 

 

 



                     PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU 
                BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

 

  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) 2024 5 

 

 

Sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati  Kotabaru Nomor 

185 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru mempunyai tugas membantu 

Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang 

kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang manajemen kepegawaian daerah;  

b. Penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang 

manajemen kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur yang 

ditetapkan oleh Pemerintah; 

c. Pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan;  

d. Pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural atau fungsional sesuai 

norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan;  

e. Penetapan tunjangan, kesejahteraan dan pembinaan Pegawai Negeri 

Sipil sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan;  

f. Pengolahan, penyajian data dan informasi kepegawaian;  

g. Pengelolaan Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia;  

h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;   

i. Pengelolaan kesekretariatan; dan 

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

 

D. GAMBARAN UMUM 
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Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia terdiri dari: 

1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

2) Sekretariat terdiri dari : 

 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 Kelompok Jabatan Fungsional 

3) Bidang Pengadaan dan Pengembangan Aparatur terdiri dari: 

 Kelompok Jabatan Fungsional 

4) Bidang Mutasi dan Promosi terdiri dari : 

 Kelompok Jabatan Fungsional 

5) Bidang Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi terdiri dari : 

 Kelompok Jabatan Fungsional 

6) Kelompok Jabatan Fungsional; 

      

Struktur organisasi BKPSDM Kabupaten Kotabaru tahun 2024  

lebih jelas sebagaimana berikut ini : 
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SEKRETARIAT  

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, 

menyelia dan memeriksa tugas–tugas di bidang pengelolaan pelayanan 

kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan 

perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan 

umum dan kepegawaian.  

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai 

berikut : 

1. merencanakan dan merumuskan perencanaan program kerja dan 

pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan 

pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi 

umum, rumah tangga dan kepegawaian;  

2. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di Sekretariat;  

3. menyelia pelaksanaan program kerja dan pelaporan capaian 

kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban 

keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan 

kepegawaian;  

4. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja dan pelaporan capaian 

kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban 

keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan 

kepegawaian;  

5. menetapkan laporan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, 

pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan 

pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;  

6. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Sekretariat 

agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;  

7. mendisposisikan kegiatan kepada sub bagian yang bersangkutan 

sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional 

dan profesional;  
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8. menyelenggarakan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat 

meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi, pelaporan, 

dan hubungan masyarakat serta keprotokolan;  

9. menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian 

meliputi urusan persuratan, kearsipan serta kepegawaian;  

10. menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi 

urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pencatatan aset, dan 

perlengkapan;  

11. merumuskan dan memeriksa penyiapan bahan dan materi 

penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja 

(RENJA), KUA-PPAS, RKA, RKAP dan Laporan kinerja bulanan, 

triwulanan dan tahunan serta LKPJ dan LPPD berdasarkan bahan 

dan materi dari unit kerja atau laporan sejenis sesuai metodologi dan 

ketentuan yang berlaku;  

12. merumuskan, memeriksa dan menyelia pengelolaan surat menyurat 

dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor 

(ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan 

bahan pustaka;  

13. merumuskan, memeriksa dan mengarahkan pelaksanaan 

pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan 

barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, 

pengaturan perjalanan Badan pemeliharaan kebersihan, perawatan 

dan pengamanan kantor serta lingkungannya;  

14. merumuskan dan memeriksa penyiapan penyelenggaraan upacara, 

rapat Badan dan penerimaan tamu;  

15. merumuskan dan memeriksa penyusunan bahan pemberitaan yang 

berkaitan dengan kebijakan Kepala Badan dan kegiatan Badan, 

mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan 

masyarakat serta pendokumentasian produk hukum kepegawaian;  
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16. memfasilitasi penerimaan pegawai tidak tetap bidang kepegawaian 

dan pengembangan SDM dan penyelesaian administrasi pegawai 

negeri sipil lingkup Badan meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji 

Berkala, Bezetting, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian 

lainnya;  

17. memberikan usul dan saran kepada Kepala Badan selaku atasan 

langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai 

bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu 

permasalahan;  

18. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku 

untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;  

19. melaksanakan evaluasi pelaksanaan hasil kegiatan Badan;  

20. melaksanakan pengkoordinasian Bidang dalam lingkup Badan 

terkait tugas dan fungsinya;  

21. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan 

mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;  

22. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan  

23. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 

 

BIDANG PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR  

 
Bidang Pengadaan dan Pengembangan Aparatur 

mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa 

tugas– tugas di bidang pengadaan dan pengembangan aparatur yang 

meliputi formasi dan pengadaan, diklat teknis fungsional dan 

penjenjangan serta pengembangan kompetensi.  
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Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai 

berikut :  

1. merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja di 

bidang formasi dan pengadaan, diklat teknis fungsional dan 

penjenjangan serta pengembangan kompetensi;  

2. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) bidang formasi dan pengadaan, diklat teknis 

fungsional dan penjenjangan serta pengembangan kompetensi;  

3. menyelia pelaksanaan program kerja di bidang formasi dan 

pengadaan, diklat teknis fungsional dan penjenjangan serta 

pengembangan kompetensi;  

4. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bidang formasi dan 

pengadaan, diklat teknis fungsional dan penjenjangan serta 

pengembangan kompetensi;  

5. menetapkan laporan program kerja di bidang formasi dan 

pengadaan, diklat teknis fungsional dan penjenjangan serta 

pengembangan kompetensi;  

6. merumuskan perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan ASN 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;  

7. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang agar 

sesuai dengan rencana yang ditetapkan;  

8. mendisposisikan kegiatan kepada sub bidang yang bersangkutan 

sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional 

dan profesional;  

9. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku 

untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;  

10. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya;  

11. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Badan 

terkait tugas dan fungsinya;  



                     PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU 
                BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

 

  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) 2024 11 

 

12. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait 

lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;  

13. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;  

14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan  

15. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya.  

 

BIDANG MUTASI DAN PROMOSI  

 
Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas pokok 

merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di bidang mutasi 

dan promosi yang meliputi mutasi, kepangkatan, jabatan administrasi 

dan JPT.  

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai 

berikut:  

1. merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja di 

bidang mutasi, kepangkatan, jabatan administrasi dan JPT;  

2. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di bidang mutasi, kepangkatan, jabatan 

administrasi dan JPT;  

3. menyelia pelaksanaan program kerja di bidang mutasi, 

kepangkatan jabatan administrasi dan JPT;  

4. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bidang mutasi, 

kepangkatan, jabatan administrasi dan JPT;  

5. menetapkan laporan program kerja di bidang mutasi, kepangkatan, 

jabatan administrasi dan JPT;  

6. mensosialisasikan kebijakan dan program kerja bidang mutasi, 

kepangkatan, jabatan administrasi dan JPT;  

7. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Badan 

terkait tugas dan fungsinya;  
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8. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang 

agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;  

9. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya.;  

10. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang 

berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;  

11. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Badan 

terkait tugas dan fungsinya; 

12. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait 

lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;  

13. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;  

14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan  

15. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya.  

 

 
BIDANG DISIPLIN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI  

 
Bidang Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi mempunyai 

tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas di bidang 

disiplin, kesejahteraan dan informasi yang meliputi pembinaan disiplin, 

melaksanakan proses administrasi penjatuhan hukuman disiplin, 

penilaian kinerja pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai, 

fasilitasi lembaga profesi ASN, pengolahan data dan informasi 

kepegawaian.  

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai 

berikut :  

1. merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja di 

bidang disiplin, kesejahteraan dan informasi;  

2. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di bidang disiplin, kesejahteraan dan informasi;  
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3. menyelia pelaksanaan program kerja di bidang disiplin, 

kesejahteraan dan informasi;  

4. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bidang disiplin, 

kesejahteraan dan informasi;  

5. menetapkan laporan program kerja di bidang disiplin, 

kesejahteraan dan informasi;  

6. merumuskan perencanaan teknis dan fasilitasi disiplin, 

kesejahteraan dan informasi sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya;  

7. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan dan 

fungsinya;  

8. mendisposisikan kegiatan kepada Sub Bidang yang bersangkutan 

sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara 

proporsional dan profesional;  

9. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya;  

10. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang 

berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;  

11. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Badan 

terkait tugas dan fungsinya;  

12. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait 

lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;  

13. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;  

14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas,dan  

15. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya  
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 Jumlah pegawai pada Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru keadaan  

sampai dengan Desember 2024 sebanyak 48 orang terdiri dari 37 orang 

berstatus PNS,  3 orang berstatus PPPK,  7 orang berstatus Non PNS 

yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut : 

 
Tabel 1.3.1 

Jumlah PNS, PPPK dan Non PNS  
Berdasarkan Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin Tahun 2024 

 

No 
Tingkat 

Pendidikan 

PNS PPPK NON PNS 
Total 

L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah 

1. 
Pasca Sarjana 
(S2) 

2 4 5 - - - - - - 6 

2. Sarjana (S1) 9 11 20 2 1 3 1 1 2 25 

3. 
Diploma IV 
(DIV) 

3 1 4 - - - - - - 4 

4. 
Diploma III 
(DIII) 

2 1 3 - - - 1 - 1 4 

5. SLTA 3 - 3 - - - 2 2 4 7 

6. SLTP 1 - 1 - - - - - -  1 

7. SD - - - - - - - - -   

Jumlah 20 17 37 2 1 3 4 3 7 47 

 
Tabel 1.3.2 

Jumlah PNS, PPPK dan Non PNS BKPSDM                                                   
Berdasarkan Jabatan / Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2024 

 

No Jabatan 
PNS PPPK NON PNS 

Total 
L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah 

1. Eselon II a 1 - 1 - - - - - - 1 

2. Eselon II b - - - - - - - - -   

3. Eselon III a 1 - 1 - - - - - - 1 

4. Eselon III b 2 1 3 - - - - - - 3 

5. Eselon IV a - 1 1 - - - - - - 1 

6. Eselon IV b - - - - - - - - -   

7. Fungsional  4 6 10 2 1 3 - - - 13 

8. Pelaksana 12 9 21 - - - - - - 21 

9. Non PNS - - - - - - 4 3 7 7 

Jumlah 20 17 37 2 1 3 4 3 7 47 
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Tabel 1.3.3                                                                                                                       
Jumlah PNS, PPPK dan Non PNS                                                                     

Berdasarkan Tingkat Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 

No Tingkat Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Golongan I       

  I / a - - - 

  I / b - - - 

  I / c 1 - 1 

  I / d - - - 

2 Golongan II       

  II / a - - - 

  II / b - - - 

  II / c 1 - 1 

  II / d 2 1 3 

3 Golongan III       

  III / a 5 6 11 

  III / b 2 3 5 

  III / c 5 2 7 

  III / d 2 3 5 

4 Golongan IV       

  IV / a 1 2 3 

  IV / b 1 - 1 

  IV / c - - - 

  IV / d - - - 

5 Golongan PPPK       

  VII - - - 

  IX 2 1 3 

  X - - - 

6 Non PNS 4 3 7 

          

Jumlah 26 21 47 
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Dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, didasarkan isu-

isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta 

berpengaruh dalam manajemen kepegawaian Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru, sehingga visi, 

misi, program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah 

yang dihadapi. 

Isu-isu yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru di antaranya : 

1. Belum tersusunnya perencanaan kebutuhan diklat berdasarkan analisis 

kebutuhan organisasi; 

2. Terbatasnya kewenangan untuk menjalin kerjasama/kemitraan dengan 

pihak ketiga dalam penyelenggaraan diklat; 

3. Belum meratanya kualitas kompetensi sumber daya aparatur yang 

profesional; 

4. Masih dibutuhkan ASN formasi Tenaga Medis untuk setiap Puskesmas 

setiap tahunnya; 

5. Masih dibutuhkan ASN formasi Guru dengan kualifikasi pendidikan S1 

setiap tahunnya; 

6. Masih minimnya bentuk penghargaan kepada PNS yang berprestasi; 

7. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan; 

 

Sehingga dapat di tarik kesimpulan isu strategis BKPSDM yaitu : 

1. Belum Optimalnya Kinerja ASN. 

2. Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian. 
 

 

 

 

E. ISU-ISU STRATEGIS 
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 

2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

B.  Maksud dan Tujuan 

C.  Aspek Strategis 

D.  Gambaran Umum 

E.  Sistematika 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

A.  Perencanaan Kinerja 

1. Strategi dan Kebijakan Umum  

2. Prioritas Pembangunan Daerah  

3.  Visi SKPD 

4. Misi SKPD 

5. Tujuan dan Sasaran Strategis  

B.  Indikator Kinerja Utama (IKU) 

C.  Perjanjian Kinerja 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

 A.  Capaian Indikator Kinerja 

 B.  Perbandingan Realisasi  Kinerja 

 C.  Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 

 D.  Analisis Program / Kegiatan 

 E.  Realisasi Anggaran 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Strategi Peningkatan Kinerja 

F.  SISTEMATIKA 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Sesuai dengan  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah Maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kotabaru telah menandatangani Perjanjian Kinerja untuk 

memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan 

manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil.  

Tahapan Perencanaan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru dari Penyusunan Rencana Strategis      

(Renstra) tahun 2021 – 2026 yang pada hakikatnya merupakan peryataan 

komitmen bersama mengenai upaya terencana dan strategis untuk meningkatkan 

kinerja serta cara penyampaiannya melalui pembaharuan, penataan dan 

perbaikan terhadap  sistem kebijakan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan 

prilaku aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru. 

 

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru merupakan dokumen yang 

disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan 

penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan 

terintegrasi dengan potensi sumber daya manusia aparatur  yang dimiliki 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru. Rencana  Strategis Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kotabaru tahun 2021 - 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut 

dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan 

penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru dibuat pada 

masa jabatannya. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah daerah 

A. RENCANA STRATEGIS 
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akan menjadi akuntabel, dalam arti sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator, 

program dan kegiatan yang telah ditetapkan. 

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kotabaru tahun 2021 - 2026 merupakan salah satu 

pendukung RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021- 2026, karena Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai 

tupoksi sebagai Perangkat Daerah yang mengelola aparatur sehingga ada 

keterkaitan dengan Misi-3 RPJMD Kabupaten Kotabaru yakni 

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui 

penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel dan 

transparan. 

Keterkaitan Renstra BKPSDM dan RPJMD Kabupaten Kotabaru sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kotabaru yang semakin Mandiri dan 
Sejahtera melalui Peningkatan di Bidang Agrobisnis dan 

Kepariwisataan”.

Misi ke-3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang 
baik melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang melayani,

akuntabel dan transparan".

Tujuan : terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang 
jujur, responsif, terbuka, akuntabel, transparan dan baik

Sasaran  Strategis :  Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik

Strategi : Meningkatkan Layanan  
Kepegawaian
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1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN UMUM 

 

 

 

 

 

2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

 

 

 

 

 

 

Meningkatkan Layanan 

Kepegawaian

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur serta 

Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian Berbasis 

Teknologi Informasi

Pemantapan Standar Kompetensi dan Pengembangan 

Kompetensi bagi Aparatur

Program Kepegawaian Daerah

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota
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3. VISI SKPD 

Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kotabaru dalam menetapkan visinya harus 

mengacu pada visi Kabupaten Kotabaru  dengan tetap memperhatikan 

tugas pokok dan fungsinya. Visi Kabupaten Kotabaru tahun 2021 - 2026  

yaitu “ Terwujudnya Masyarakat Kotabaru yang Semakin Mandiri 

dan Sejahtera Melalui Peningkatan di Bidang Agrobisnis dan 

Keperiwisataan”.  

Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan 

perubahan paradigma dan peranan manajemen kepegawaian pada 

masa yang akan datang, maka Visi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 

2021 - 2026 adalah : 

 

 

Makna Visi BKPSDM Kabupaten Kotabaru ke depan yaitu: 

Pertama : Terwujudnya Manajemen Aparatur Sipil Negara  yang 

Akutabel, dalam hal ini BKPSDM Kabupaten Kotabaru akan  

mewujudkan dan meningkatkan pengelolaan manajemen ASN yang 

Akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan, dalam pengelola 

manajemen kepegawaian mulai dari pengadaan pegawai, penempatan, 

pengembangan karir, pemberian penghargaan dan hukuman, 

pemindahan, hingga pensiun dapat dipertanggungjawabkan. BKPSDM 

dalam hal ini tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan dan 

meningkatkan pelayanan prima kepada PNS dalam proses manajemen 

kepegawaian.  

Kedua : Terwujudnya Aparatur Pemerintah Daerah yang Profesional  

yaitu kualitas aparatur pemerintah yang kompetitif, jujur, loyal, 

berdedikasi, berprilaku disiplin dan bertanggungjawab serta 

berkemampuan dalam melaksanakan tugas – tugas pembangunan. 

“TERWUJUDNYA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA YANG 

AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”. 
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4. MISI SKPD 
 

Guna mendukung pencapaian visi tersebut diatas ditetapkan misi yaitu : 

1. Mengembangkan kapasitas sumber daya aparatur melalui 

peningkatan kualitas berbasis kompetensi 

2. Meningkatkan pengembangan ASN melalui sistem rekrutmen yang 

transparan dan pola karir yang sesuai kompetensi 

3. Meningkatkan kesejahteraan dan kinerja aparatur 

4. Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan data 

informasi ASN berbasis sistem teknologi informasi 

Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran yang tercantum dalam 

Renstra BKPSDM Kabupaten Kotabaru dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini : 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISI : “ TERWUJUDNYA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA YANG 
AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”. 

SASARAN TUJUAN MISI INDIKATOR 

TUJUAN 

INDIKATOR 

SASARAN 

Meningkatkan 

Kinerja ASN 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

12 

Nilai Sasaran 

Kerja Pegawai 

(SKP) 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

12 

Tersedianya 
Aparatur Sipil 
Negara yang 
memenuhi 

Standar 
Kompetensi 

 
            
 
 
 
 
 
 

12 

Meningkatnya 
Disiplin 

Pegawai ASN 

            

 
 
 
 
 
 

12 

Meningkatnya 
Kualitas 

Pelayanan 
Administrasi 
Kepegawaian            

 

 
 
 
 
 

12 

Meningkatkan 
Pelayanan 

Administrasi 
Kepegawaian 

yang 
Transparan dan 

Akuntabel 

  
 
 
            
 
 
 
 

Persentase 
ASN yang 

ditempatkan 
sesuai dengan 
kompetensi 

            
 
 
 
 
 
 

12 

Persentase 
Tingkat 

Kedisiplinan 
ASN  

Indeks 
Pelayanan 

Administrasi 
Kepegawaian 

 

 
 
 
 

12 

Kualitas 
Pelayanan 

Administrasi 
Kepegawaian 

 
 
            
 
 
 
 
 
 

Persentase 
ASN yang 
memenuhi 

standar 
kompetensi 

            
 
 
 
 
 
 

12 

Meningkatkan pengelolaan 
administrasi kepegawaian dan 
data informasi ASN berbasis 
sistem teknologi informasi 

  
 
 
            
 
 
 
 
 
 

Meningkatkan kapasitas 
sumber daya aparatur melaui 

peningkatan kualitas     
berbasis kompetensi 

  
 
 
            
 
 
 
 
 
 

12 
Meningkatkan kesejahteraan 

dan kinerja aparatur 
informasi 

 
 
 
            
 
 
 
 
 
 

12 

Meningkatkan pengembangan 
ASN memalui sistem 

rekrutmen yang transparan 
dan pola karir yang sesuai 

kompetensi 

  
 
 
            
 
 
 
 
 
 

12 
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3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Tujuan yang ingin dcapai Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru adalah : 

1. Meningkatkan Kinerja ASN  

2. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang 

Transfaran dan Akuntabel. 

 

Sasaran atau objektifitas organisasi merupakan bagian yang 

integral dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan 

sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam 

kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan, sasaran adalah 

penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan 

dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka 

waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. 

 

Dengan memperhatikan tujuan tersebut di atas ditetapkan 

rumusan sasaran sebagai berikut : 

1. Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar 

kompetensi 

2. Meningkatnya Disiplin Pegwai ASN 

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian 
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Adapun keselarasan Kinerja BKPSDM secara berjenjang 

dapat dilihat pada pohon kinerja berikut: 

 



                    PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU 
               BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

 

  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) 2024 25 
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Indikator Kinerja Utama/Indikator yang menjadi alat ukur 

keberhasilan dari Sasaran strategis, Program, Kegiatan maupun Sub 

Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1                                                                                                                               
Indikator Kinerja Utama (IKU)                                                                                               

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                              
Kabupaten Kotabaru 

NO 
KINERJA 

UTAMA (Tujuan/ 
Sasaran) 

INDIKATOR 
ALASAN 

PEMILIHAN 
INDIKATOR 

FORMULASI 
SUMBER 

DATA 
SATUAN 

1 Tersedianya 
Aparatur Sipil 
Negara yang 
memenuhi 
standar 
kompetensi 

a. Persentase ASN 
yang ditempatkan 
sesuai  dengan 
kompetensi 

Merupakan tupoksi 
BKPSDM dalam 
rangka mutasi dan 
promosi 

Jumlah Jabatan 
Struktural yang 
terisi sesuai 
kompetensi / 
jumlah jabatan 
struktural yang 
terisi x 100% 

Laporan 
Monev 

Persen 

  b. Persentase ASN 
yang memenuhi 
standar kompetensi 

Merupakan tupoksi 
sebagai amanat 
Peraturan 
Pemerintah No. 11 
Tahun 2017 terkait 
Pengembangan 
Kompetensi ASN 

Jumlah ASN yang 
mengikuti 
pengembangan 
kompetensi / 
Jumlah ASN x 
100% 

Laporan 
Monev 

Persen 

2 Meningkatnya 
disiplin pegawai 
ASN 

Persentase ASN yang 
berdisiplin 

indikator yang 
mengimplementasi-
kan  peraturan 
perundang-
undangan tentang 
disiplin dan 
peningkatan kinerja 
ASN 

Jumlah ASN yang 
disiplin / jumlah 
ASN x 100% 

Laporan 
Monev 

Persen 

3 Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 

indeks kepuasan 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian  

mengukur kinerja 
BKPSDM sesuai 
dengan tupoksi 
melalui survey SKM 
(Standar Kepuasan 
Masyarakat) 
 

Nilai persepsi per 
unsur pelayanan / 
Nilai Unsur yang 
Teirisi  x Nilai 
Penimbang 

Laporan 
Survei 

Kepuasan 
Layanan 

kepegawaian 

indeks 

 

 

 

 

B.  INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 
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Tabel 2.2                                                                                                                               
Target Indikator Kinerja Utama (IKU)                                                                                               

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                           
Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 

NO 
KINERJA UTAMA (Tujuan/ 

Sasaran) 
Indikator Kinerja 

Target 
2024 

1 
Tersedianya Aparatur Sipil 
Negara yang memenuhi standar 
kompetensi 

Persentase ASN yang 
ditempatkan sesuai  dengan 
kompetensi 

80 

  
Persentase ASN yang 
memenuhi standar 
kompetensi 

30 

2 
Meningkatnya disiplin pegawai 
ASN 

Persentase ASN yang 
berdisiplin 

100 

3 
Meningkatnya kualitas 
pelayanan administrasi 
kepegawaian 

indeks kepuasan pelayanan 
administrasi kepegawaian 

90 

 

 

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, merupakan suatu dokumen yang berisikan penyusunan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih 

rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan 

indikator kinerja. 

Perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru sesuai dengan peryataan 

perjanjian kinerja tingkat satuan kerja perangkat daerah Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 

2024 terdiri dari 3 sasaran strategi dengan 4  indikator kinerja. 

 
 

B. PERJANJIAN KINERJA  
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Sesuai dengan  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah Maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kotabaru telah menandatangani Perjanjian Kinerja untuk 

memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan 

manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil.  

Tahapan Perencanaan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru dari Penyusunan Rencana Strategis      

(Renstra) tahun 2021 ï 2026 yang pada hakikatnya merupakan peryataan 

komitmen bersama mengenai upaya terencana dan strategis untuk meningkatkan 

kinerja serta cara penyampaiannya melalui pembaharuan, penataan dan 

perbaikan terhadap  sistem kebijakan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan 

prilaku aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru. 

 

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru merupakan dokumen yang 

disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan 

penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan 

terintegrasi dengan potensi sumber daya manusia aparatur  yang dimiliki 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru. Rencana  Strategis Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kotabaru tahun 2021 - 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut 

dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan 

penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru dibuat pada 

masa jabatannya. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah daerah 

A. RENCANA STRATEGIS 

 


